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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat
dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja
( IKU ) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dokumen IKU ini
digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta
tingkat kinerja Kecamatan Sambaliung.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran
dari Pembanguna Pemerintah Kabupaten Berau.Penyusun Indikator kinerja
Utama ini tidak terlepas dari Renstra yang telah disusun dan juga
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPIMD )
Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026 serta tugas pokok dan fungsi Kantor
Camat Sambaliung Kabupaten Berau.

Kami berharap dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Kantor Camat Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau bias

berkontribusi positif terhadap perbaikan sakip Kota Kabupaten Berau.

Sambaliung, Januari 2021

'zaruddln SE
. & FrRe¥bina Tingkat I
NIP. 19650823 198902 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan
di Indonesia, penerapan Indikator Kenirja Utamaini akan sangat
mewarnai berbagai kebijakan yang akanditerapkan. Saat ini sedang
disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaaatn Indikator
Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun Bersama
oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi danBadan Perencanaan Pembangunan Nasional secara
jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi
dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebutjuga
Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan
yang transparan, partisipatif, akuntabel dan birorientasi pada
hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara
meliputi kepastian hokum, azas tertib penyelenggaraan Negara,
azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas
dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah
setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari
program/kegiatansetiap penyelenggaraan pemerintahan harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai

pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah
keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan
aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan
yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang
tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraanpemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Dengan Demikian Pemerintah Kecamatan Sambaliung
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat
memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secarabaik, disamping juga
sebagai dokumen tolak ukur kerja utama serta menunjukan target
yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah

ditetapkan.

1.1 Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di
seluruh Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya
dan di Pemerintah Kecamatan Sambaliung khususnya maka
dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU),
dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat
ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi
Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini
adalah :
1) Untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
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2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaiansuatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Landasan Penyusunan

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Sambaliung ini

dibuat merujuk pada sejumlah peraturan antara lain ;

1) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ;

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ;

4) Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

7) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1
Tahun 2R21tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2021-2026 ;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ;
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BAB 11

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga
atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja
Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu
pada sasaran strategis dalam RPIJMD dan RENSTRA Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat
Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah
Indikator Keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian

sasaran strategis.

2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik
dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan
diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik
yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan
datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur vyang
menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan)
yang akan diukur.
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5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu
kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.
Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila
dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama
hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen
RPIJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan

Akuntabilitas Kinerja.

4. Kebutuhan statistik pemerintah.

b

Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan
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BAB II1
GAMBARAN
UMUM

3.1 Visi
Visi Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah :

A\Y

Mewujudkan Berau Maju dan sejahtera dengan Sumber Daya Manusia
yang Handal untuk Transformasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Secara Berkelanjutan "

3.2 Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dengan 4

(empat) misi pembangunan, yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas,sejahtera
dan berbudi Luhur

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sector hilir
sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis
kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan
usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

3. Meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkaulitas, adil dan
berwawasan lingkungan

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa,trasnparan

dan akuntabel.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Keluarahan
Kabupaten Berau, maka kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di

Bidang urusan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk di Lingkungan
Kabupaten Berau, bersifat kewilayah untuk melaksanakan fungsi
koordinasi kewilayahan dan palayanan tertentu yang bersifat sederhana
dan intensitas tinggi.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masayarakat kampung dan Kkelurahan, dipimpin oleh Camat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerinatah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
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urusan pemerintahan. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik
yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan
masyarakat pada kecamatan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
berpedoman pada peraturan pemerintah. Adapun tugas dari Kecamatan
yaitu :

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh
Bupati kepada Camat;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan
Peraturan Bupati;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan/atau
kelurahan;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada
dikecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan

peraturan perundang-undnagan.

3.4 Fungsi Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan merupakan
instansi yang bergerak di bidang pelayan publik mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum.

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerinatahan Kampung dan kelurahan.
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h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan
kelurahan.

i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3.5 Struktur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan TataKerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau, bahwa Organisasi
Kecamatan Sambaliung KabupatenBerau dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya mempunyai komposisi strukturorganisasi sebagai berikut :
Susunan Organisasi Kecamatan Sambaliung terdiri dari :
1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
a. Sub. Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian,;
Seksi Pemerintahan;
Seksi Ketentraman & Ketertiban;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Kesejahteraan Sosial;

Seksi Pelayanan Umum,;

® N o g kW

Kelompok Jabatan Fungsional,
3.6 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sambaliung
Kabupaten Berau
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 08 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai
berikut:
1. Camat (Kepala Wilayah)

Camat sebagai pimpinan wilayah di sebuah kecamatan,
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
penyelenggaraan tugas umum di pemerintahan kecamatan. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut :

a. Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggara

satuan kerja perangkat daerah berdasarakan rencana strategik
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kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. Mendorong partisifiasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perenanaan pembangunan di kampung/kelurahan dan kecamatan;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan
terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta
yang mempunytai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun swasta;

e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan atau TNI
mengenai program dan kegiatan penyelengggaraan ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan,;

f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban
umum masyarakat di wilayah kecamatan,;

g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan dan atau Kepolisian RI;

h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
undangan dan atau Kepolisian Negara RI;

i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,;

j- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan
kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi
pemerintahan kampung dan atau kelurahan ;

m. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitas dan konsultasi
pelaksanaan administrasi kampung dan atau kelurahan;

n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung

dan atau lurah;
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o. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
kampung dan / atau kelurahan ;

p. Melakukan percepatan pencapaian SPM (standar pelayanan minimal)
di wilayah kecamatan;

q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan :

r. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sesuai
rencana strategik dan program kerja kecamatan;

s. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan
program kerja kecamatan;

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugasdan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Camat.Sekretariat melaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi
Kecamatan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi
administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung
kelancaran tugas dan kegiatan Kecamatan dengan memberikan
pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris membawahkan Sub Bagian
Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, dan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai
rincaian tugas:

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana Kkerja Sekretariat
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan
yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat
waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub
Bagian agar perkerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar sesuai peraturan yang berlaku;

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan
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sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup
Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern
Kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di
lingkungan Kecamatan guna tertib administrasi;

h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pengelolaan  surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga,
investaris, humas dan protokol serta urusan umum;

i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan
kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen
pelayanan publik Kecamatan agar penyusunan Dokumen tersebut
selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j- Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatkan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan
rencana dan realiasainya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahaan
masalah;

l. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah /tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik seara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

3. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset
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Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas pokok
dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi
penyusunan program pembangunan di kecamatan, mengidentifikasi
permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor
kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan
keuangan dan aset kecamatan. Adapun rincian tugas Kepala Sub
Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset adalah sebagai
berikut :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program,
Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang
ada serta peraturan yang berlaku sebgai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan
tugas Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai
dengan baik dan tepat waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

d. Memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnnya yang
berhubungan dengan tugas Bagian Penyusunan Program, Keuangan
dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Bagian
Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan
sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan
data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan
penyusunan program kecamatan;

g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan
penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing —

masing unit kerja;
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h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat
dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan
strategis jangka pendek, menengah dan panjang;

i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran
sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan
keputusan;

j- Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta
rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan
dengan baik dan tepat waktu;

k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan
kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen
pelayanan publik kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan
bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik
dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

1. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan
penyusunan program kepada masing-masing unti kerja untuk
dijadikan sebagai rencana kerja;

m. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran
dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan
pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan
keuangan Kecamatan;

n. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan
membandingkan target / plafon untuk mengetahui penyerapan
anggaran lingkup kecamatan;

o. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan
pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan kecamatan,;

p. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan
pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
anggaran di lingkungan Kecamatan,;

q- Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

r. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi
barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;

s. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan
perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi

di lingkungan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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t. Mengatur pengelolaan Alat Tulis kantor (ATK) dan perlengkapan
lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Kecamatan agar
penggunaannya efektif dan efeisien;

u. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaiaan,;

v. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan
Program, Keuangan dan Aset berdasarkan renana dan realisasinya
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

w.Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan
dan Aset berdadarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

x. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang
meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga
dan ketatausahaan kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai rinian tugas :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan
yang berlaku sebgai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat
selesai dengan baik dan tepat waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnnya yang

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai
dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar
selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;

g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat,
penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk
teknis administrasi perkantoran,;

h. Mengontrol proses administrasi perjalan dinas pegawai di lingkungan
Kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Mengkoordinasikan persipan pelaksanaan kegiatan
rapat/pertemuan-pertemuan yang meiputi administrasi rapat,
konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga
kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;

j- Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan Pangkat, gaji
berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, uti dan
lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;

k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan
pegawai menurut ketentuan yang berlaku;

1. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi, serta pemecahan masalah;

n. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan

pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
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p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.
5. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pokok dan fungsi Camat di bidang pemerintahan umum dan
pembinaan  penyelenggaraan kampung dan  kelurahan.Seksi

Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat. Seksi

Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan Renstra,
data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebgai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan baik
dan tepat waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Seksi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan
benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan melalui informasi
dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Seksi Pemerintahan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
pekerjaan,;

f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan
perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan ara
meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala
kampung/lurah

g. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi
pembinaan pemerintahan dan keagrariaan;

h. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian
administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang

diajukan pemohon;
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i. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian
sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j- Memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam pelaksanaan kegiatan
pemilu di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

k. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan seara berkala
berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah;

1. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/kelurahan;

m. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung
(BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,;

n. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalah;

q- Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat

dibidang ketenteraman dan ketertiban yang meliputi pelaksanaan

koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
pembinaan ideologi seta pembianaan Polisi Pemong Praja. Seksi

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
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a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan
yang berlaku sebgai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat selesai
dengan baik dan tepat waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

f. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan epat terhadap
bencana yang terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Regu Linmas Kecamatan;

g. Mengontrol proses menerima, mencatat, mempelajari surat
pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk
mendapat tanggapan serta penyelesaian;

h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan
rapat insidentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam
rangka mendapat penyelesaian sesuai proporsinya;

i. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan
lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin;

j- Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan di lingkungan
Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat jadwal piket;

k. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap
produk hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi
terkait;

1. Mengontrol pelaksanaan penegakan produk hukum daerah melalui

operasi yustisi bekerjasama dengan instansi terkait;
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m. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta
monitoring kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat.;

n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian,;

o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalah;

p. Melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q- Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat
dibidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan,
koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan perekonomian,
mengadakan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan
partisifasi masyarakat dalam pembangunan dan membuat laporan
pembangunan di wilayah Kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan
yang berlaku sebgai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai
dengan baik dan tepat waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
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d. Memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat melalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan
perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara
meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala
kampung/lurah;

g. Membimbing pengumpulan / pengolahan dan evaluasi data di bidang
pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program
kecamatan;

h. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, industri
rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

i. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangkameningkatkan
perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di wilayah
Kecamatan;

j- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan
memelihara sarana prasarana di lingkungan,;

k. Membimbing pelaksanaan fasilitasi temu karya tingkat kampung dan
kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat
Kecamatan;

1. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil
forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan bersama petugas
teknisnya;

m. Melaksanakan pengawasan dan  pengendalian terhadap
pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;

n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
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mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang
dihadapi, serta pemecahan masalah;

p. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q- Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi  Kesejahteraan  Sosial mempunyai tugas  pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang
pelayanan umum dan kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan
koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan di bidang sosial, agama,
kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuan. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin
oleh seseorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
mempunyai rincian tugas;

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku
sebgai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan
baik dan tepat waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial melalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Seksi Kesejahteraan

Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
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yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam
melaksanakan pekerjaan;

f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berkait dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

g. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung
untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

h. Membimbing monitoring pendistribusikan bantuan Raskin ke
kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran
laporan data yang mauk dari kampung/kelurahan;

i. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang agama,
kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan;

j- Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pemberian
bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah Kecamatan
baik dana berasal dari pemerintah maupun dari swasta;

k. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial;

1. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan
sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan
Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalah;

n. Melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan
petunjuk atasan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pendidikan dan

kebudayaan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi,

pembinaan, pengawasan terhadap kurikulum pendidikan serta
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pembinaan kebudayaan.Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Seorang

Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum berdasarkan
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku
sebgai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada
bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dapat selesai dengan
baik dan tepat waktu;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar
pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnnya yang
berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum melalui
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Seksi Pelayanan Umum
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan
pekerjaan;

f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berkait dengan Pelayanan Umum dan mencari solusi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,;

g. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Membimbing pelaksanaan survie kepuasan masyarakat di bidang
pelayanan umum;

i. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan
umum;

j- Menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern seara langsung
untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

l. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di
Kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat;
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m. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum

n.

Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih

dahulu meneliti kelangkapan persyaratan yang telah ditentukan;

. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan

sebagai bahan pembinaan kepegawaian,;

. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta

pemecahan masalah;

. Melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan

petunjuk atasan.

( Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagaian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ).

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SAMBALIUNG

CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUMDAN
KEUANGAN DAN ASET KEPEGAWAIAN
SEKS| PEMERINTAHAN SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKS| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKSI PELAYANAN UMUM

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 80 Tahun 2016
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BAB IV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah Kabupaten Berau Kecamatan Sambaliung diharapkan dapat dijadikan
pedoman/ukuran Kkinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen
pemerintah yang ada di Kabupaten Berau terutama pada Kecamatan Sambaliung
sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kinerja yang harus diwujudkan
oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan
Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya
mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan
serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini dapat dijadikan
parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan.

Sambaliung, Januari 2021

S MM ear Sambaliung,

. N
K?Mﬂlllﬁ i -
Y .

\\ * —_

N\ & 5w Nezaruddin. SE
5 Bembina Tingkat I
NIP. 19650823 198902 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN SAMBALIUNG

Jalan Raja Alam I Sambaliung ( 0554 ) 23744

Kode Pos 77371

KEPUTUSAN
CAMAT SAMBALIUNG
Nomor : 800 / 001 /C.SBL.I/1/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KECAMATAN SAMBALIUNG TAHUN 2021 - 2026

CAMAT SAMBALIUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Camat Sambaliung tentang Indikator Kinerja Utama;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan
Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112);
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9.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

IKU Kec. Sambaliung

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Berau Lembaran Daerah Kabupaten Berau;
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun
2016-2036;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;

Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Berau
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Sambaliung
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Kecamatan Sambaliung;

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana dimaksud dictum
KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ;
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana dimaksud dalam
dictum KEDUA ke[utusan ini merupakan acuan dalam
penyusunan dokumen :

1. Rencana Kerja tahunan ( RKT )

Rencana Kerja ( Renja )

Dokumen Perjanjian Kinerja ( PK )

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja Sesuai dengan
dokumen rencana strategi ( Renstra ) dan Rencana Kerja.

v N

Ditetapkan di : Sambaliung
Pada tanggal : Januari 2021

t Sambaliung,

geruddin. SE
Pembina Tingkat I
$9850823 198902 1 001
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Lampiran I : Keputusan Camat Sambaliung

Nomor : 800/001/C.SBL.I/ I/ 2021
Tanggal : Januari 2021
INDIKATOR PENJELASAN/FORMULASI
NO SASARAN STRATEGIS KINERJA PENGHITUNGAN SATUAN TARGET
1 2 3 4
IKM (n-1)
1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan % 85
Publik Masyarakat (IMK)

itetapkan di : Sambaliung
Januari 2021

8 ,,Nvazaruddin. SE
“~ ER BT Pembina Tingkat I
- 'NIP. 19650823 198902 1 001
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